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Abstrak

Berdirinys KPK berdasarkan Unding-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberanta-
san Tindak Pidana Korupsi, merupakan apresiasi negara guna mewujudkan supremasi hukum, pem-

berantasan korupsi, serta perwujudan good g dan good gavermance. K gan fung-
sional merupakan legitimasi formal kebendik negara guna mewujudkan tujean hukum yang berlan-
daskan keadilan, kepastian hukum dan § dalam penyelesaion perkara tindak pidana ko-

rupsi, karena kurang optimalnya penegakan hukum oleh penegak hukum scbelumnya. Legitimasi
kewenangan fungsional KPK vang paling pokok diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 hingga Pasal 9 yaitu
Pasal 6 terkait tugas K'PK. Pasni 7 lerkall pulaksn.n.mn tugas koordinas) berupa antara lain kewena-
agan KPK mengh dan p tindak pidana korupsi, Pa-
sal ¥ terkait Supervisi, Pasal 9 terkait I g ihilalihan. K fungsional Penyidik KPK di-
maksudkan untuk mampu meiakukan tindakan dan upaya hukum yang sdil, videk diskniminatif da-
lam melakukan pemberantasan tindak pidana, independen, transpuran serta memberikan jaminan
kepastian hukum babwa pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan tindakan serta diproses se-
suai hukum, demi keadilan dan bermanfat hﬁgl negars, Hubungan Fungsional Penyidik KPK dun
Polri Dalam  Menjalankan K idikan Tindak Pidana Korupsi, merupakan perilaku
vang dipertanggungiawabkan guna kepcnimgm tjuan hukum, yang di dalamnya berintikan, ke-
mianfstan hukum, kepastian hukum serta keadilan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun peraturan perun-
dung-undung I:nnn)a, diimplimentasikan dcnguu tindakan hukum yang saling menginformasikan,
suling mengh ikan, saling 1 itk sarena SDM serta terselengganmya kua-
litas kinerja yang berdaya guna bersifat koordinatif, supervisi, pengambilalihan perkara kasus tin-
dak pidana, penukaran informatif SPDP dalam penyelesaian tindak pidana korupsi serta terbantunya
pemenuhan SDM Polri dalam setiap tindakan hukum penyelidikan dan penyidikan,

Kata Kunci: Hubungan Fungsional Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(KPK) Dengan Penyidik Polri

Abstract

Thhe establishment of the Commission hased an o Act No. 30 of 2002 en the Corruption Eradication
Commission. It is an appreciation of the country in arder to realize the e af law, combating
corruption, as well as good governance and good govermance, Functional authority is the formal
legitimacy af the will of the state to realize the goal of low based on justice, legal certaint and
effectiveness in the resolution of corruption cases, because of less optimal enforcement by law

fi before. The legitimacy of the authority of a functional Commission of the most basic is
governed by Aet No. 30 af 2002 concerning the Comnnssion for Corvuption Evadication, Article #
and Article 9, Avticle & related 1o task the Commission, Article 7 on the hnplementation of the tasks
of coordination in the form of. among others, quthorify of the Commission to coordinate the
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and | af erimimed acts af l\ﬂ\l?!\lpﬂﬂ!r. rrkm'u.‘ ﬁ‘up;rv{r.furr

Article 8. Article 9 of the Tﬂﬁwnw releted, The authoripy fi f ix
Immtended to be able ta do the action and fies are fair, discrimintory in erod 13 crime,
independent, transpavent and give a legal guarantee that the perpetrators m"mmw}mu st be
I'Men mw.‘ pmum'uf nu.\urdmg o !\’n’ .fml for the soke of justice amd usefl for the cowntry.
i (KPK) And Police In Running Authority
.fmﬁ:.{zliﬂm of Corruption, i a belavior that accounted for the benefir of a legal pnrpose, in
which cored, bengfit of luw, rule of faew and justice that &5 vegulated by Law No, 30 of 2002 on
Eradication Commission Corruption, as well as laws and other faws, fm:kmmmd with fegal acelon
m,ﬁw-m each other, mufually coordimate, suppovt each other means of heman resources and
of grality of perf of efficient coordinative, supervision, expropriation casex

m‘amrml cases, exchange fformation, SPOP i the completion af a eriminad affense corruption as
well as the fulfilfment of human resources feehantunya police in any legal proceedings of imguiry

amd irvestigation

§ Ralandon e el

af C i

Key words: Functi

A. Pendahuluan
Rezim orde baru yang dipimpin Suharto
berlungsung lebih kurang 32 whun (pada waktu
it} dijatuhikan oleh rakyal pada whun 1998, Pe-
nychabnyn antara lain karena penlaku politik
dan pemenntahannya korup,
“Masyarakat beranggapan bahwa Korup-
si secarn objektif terjadi di berbagai sek-
tor penyelenggruun e dun peme-

aml the Nari

I Police I o n

Kepala Stal Angkamn Law wanggal 17
April 1958 NoProZ VUET yang kemudian
dinyatakon sebagni Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 24 tahun
1960, tentang Pengusutun, Penuntutan din
Pemeriksaan Tindak Pidanay Korupsi, Se-
lanjutnya Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 1 tahun 1960 {Lem-
buran Negara No.3 tahun 1961) telah me-

rintahan, ¥ Juga b P
bahwa  koerupsi  merupakan lu.-]nhnlan
yang harus dibasmi. Korupsi merupakan
ancaman yang besar bagi transisi politik
dan ckonomi di Indonesia karenn konup-
si melemahkan kemampuan negara un-
wk menvediakan barang-barang publik
dan mengurangl kredibilitas negara di
mata rakyal. Dalam jangka panjang ko-
rupsi merupakan ancaman bagi keber-
langsungan demaokrasi”™.

D Indonesia hingga saat ini, pelaku tin-
dak pidana korupsi werjadi pada lingkungan ke-
kuasaan ekschkutif. kekuasaan vudikatif dan Je-
giskatif.

Peruturan  perundang-undangan  terkait
pemberantesan tindak pidana korupsi mtarn lnin
yakni:

|. Peraturan Penguasa Perang dari Kepala
Staf Angkatan Darat tanggal 16 Apnl
1950 No. Prt/ Peperpu/ 013/ 1958 dan dari
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iphan Peraturan P h Pengganti
Undang-Undang No. 24 tahun 1960 i
menjadi Undang-Undang No, 24 Prp Ta-
o 1960 tentang  Undang-undang  Anti
Korupsi,
Undang-undang No: 3 Tahun 1971, ten-
tang Undang-undang Pemberantasan Tin-
dak Pidana Korupsi
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Ten-
tang Pemberntasan Tindak  Pidana Ko-
rupsi.
Undang-Undang Nomor 200 Tahun 200
Tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembe-
rantasan Timlak Pidana Korpsi,
Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Secara substansial maupun secara strukiu-
rul Jaw enf i Indonesia, diperiuk
pemberdayaan hukum sesuai dengan Fung,su dan
mjuan yang diinginkan hukum, yakni mewjud-
kan keadilan, tanpa kompromi melalui penega-
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kan hukum.

“Penegakan hukum sebagai pusat dari se-
Jurub “aktifitas kehidupan™ hukum yang
dimulai dari perencanaan hukum, pem-
bentukan bukum, penerpan hukum dan
evaluasi hukum. Penegakan hukum pada
hakikatnya merupakan interaksi antara
berbagai perilaku manusia yang mewa-
kili kepentingan-kepentingan yang her-
beda dalam bingkad aturan yang telah di-
sepakat bersama®

Sejuk  adanya Komisi  Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (KPR} Indoks Persepsi
Korupsi (IPK) Indonesia terus menurum.

“Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indone-
s dari 2003 ke 2004 dan 2005 menunjukkan
peshaikan, yaltu dari 1,9 ke 2,0 dan 2.2, Uru-
me berubah dnn 12 k: 10 dan 20, sed

Az Bwdianry

ternasional pada 9 Desember 2003, saat Perse-
rikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Konvensi
Perserikatan Hangsa-Bangss Temtang Pembe-
rantasan Korupsi, stau “United Nations Con-
vention Against Corvuption”. Indonesia kemu-
dian menandmangani Konvensi Perserikatan
Hangsa-Bangsa untuk Melawan Korupsi (Uni-
ted Nations Comvention Against Corvuption) di
Markas PBB, New York pada 19 Desember
2003, Selanjutnya ratifikast konvensi tersehut,
!'l!tl!]‘bdk bag::m dokumen dari hukum nasional
Kei (EET BT 1ifi

kasi konvensi terkait pemberantasan tindak pi-
dona  korupsi (United Narions  Copvention
Against Corruption), dapat dipahami babwa ne-
gara memiliki kemavan poliik (palivical will)
secara sungeub-sunggub melakukan penguatan
l'crnbcmnmn tindak pidana korupsi.

K it Komisi Pemb Tin-

dazark Ty gara terkorup
scranjak maik menj I:c-‘ dan ke-6. Pada
2005, IPK Indonesia berada pada urutan |37
Zart 159 negara dengan skor IPK 2.2, Tahun
2004 tercatat 1,9 dan tahun 2002 tercatat |, 9.

duk Pidana Korupsi (KPK), diperintahkan oleh
Undang-ndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidans Korupsi berda-
sarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantusan Korupst, dalam

Hasil Survei Transp
Mengenai "Barometer Korupsi Global®, Me-
sempatkan Partai Politik Di Indonesia Sehagai
Imentus| Terkorup Dengan Nilal 4,2 (Dengan
Bentang Penilaian 1-5. 5 Untuk Yang Terko-
) D Asia, Indonesin Menduduki Prestasi Se-
Sagai Negsrn Terkonup Dengan Skor 9.25 (Ter-
worup 10) Di Aus India (8,9), Viemam (%,67),
Filipina (8,33) Dan Thailand (7.33)"

Lipayn strategis internasional, pemberanta-
sari tindak pidana korupsi menjudi prioritns £ni-
s Nation of Orgemizaclon dinamakan the Glo-
Sl Program Against Corrnption dan dibuar
dslam bentuk United Nations Anti- (urrup.rlmr
Toofkit, “Salah satu cara untuk

rangka pai tujuan yang lebih efektil untuk
meneegah disn memberantas tindak pidana ko~
rupsi, mengamanatkan  pembentukan  Komisi
Pemberantasan Tindok  Pidana Korups:  yang
akan diatur dalam Undang-undang tersendin da-
hnmJungka uakln paling lambat 2 {dua) tahun
Pasal 43 Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korups) sehagaimans telah div-
bah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 31 Temang Pomberantasan Tindak Pi-
dana Korupsi disebutkan dalam Ayat (1), Da-
lam kurun wakw paling lembat 2(dua) tahun

scjak Uindang-undang ini mulai berlaku, diben-

horupsi adalah dengon
sang independen yang khusus menangani im-
mpst. Sebagai mnmh Lil bcbeﬁp.: m.-gnrn didi-

an Jemb

tuk Komisi Pemt Tindak Pidana Ko-
rupsi. Ayat (2), menyebutkan; Komisi sebagai-
mana dimaksud dalam ayal i m:rnmnym -

dan

o l!nnslmng dlbcntuk h.mbnga amr i:urupm
vang

gas dan g
pervisi, | fal Tidit

pen
il din

wgainst Corrnpfion (f( AC): di Mlln)sla di-
Sentuk the Anti-Corruption Agency (ACA), di
Thailand disebur TNCC,®

T P itk Tdsheia figa
pada i kat in-

sesual dengan ke-
|::|||mu peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku,

Bedasarkan  Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantusan Tin-
dak Pidana Korupsi (KPK), Pusal 6 Undang-Un-
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dang Nomor 30 ‘Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kewena-

ngan hukum fungsional KPK dinyatakan bahwa;
Kompsi

maksudkan di sini yuite yang merpakan piki-
ranplktral: badan pembentuk undang-undang
yang kan dalam p b=

Komisi Pemb e kum itu, Perumusan plkir:.n nemhunl Tk,
gas: Vg dﬂmnglum d.olnm peraturan hukum. tur
& IWOI\J!IIDEI d:npn mslnmu yang berwe- hukum i

P tindak  dijulsnkan vang pada gili . PrOSEs penegn-

nang
pidana korupsi;

b supervisi terhadap instansi yang berwe-
nang melakukan pemberantasan tndak
pidana korupsi;

dan penuntutan terhadap pelaku tindak
pidana korupsi;
d  melakukan tindakan-tindakan pencegsi-
han tindak piduna korupsi, dan:
e melakukan monitor ferhadap penye-
lenggoraan pemerintahin negars
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut ms-
titusi KPK memiliki hubungsn kewenangan hu-
kum fungsional dengan Kepolisian serta Kejak-
saan dalam memberantas tindak pidans Korup-
i K Komisi Pemt Rorpsi
1KPK), mmrpads.m kewenungan atrhutil’ yang
harus dilaksanakan dengan penuh I.ungwmun-
wab, dalum kedudub schagui k

kan hukum ity memuncak padn pelaksanaannyi
oleh parn pejabatl penegak hukum it sendi-
. Dalam hal hubongen penegakan hukum pe-
nyelesaian tindak pidana korupsi yang dikorela-
sikan dengan kewenangan meliput: hubungan
hukum kewenangan Penyidik KPK dengan Pe-
nyid:k l‘oln

funa

man dalam kajian ini, maka d;snmpmknn difinisi

operasional sebagai benkut

1. Tindak Pidana Korupsi adalab tindak pi-

dona sebagaimana dimaksud dalam Un-
dang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang  Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi scbagaimany telah divhah de-
ngan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomaor 31 Tahun 1999 wentang
Pemby Tindak Pidana Konupst,

yang mcml!lkl eglllmlsl llukum

yang dhulam
kljl:lll ini; Mengapa Komisi Pemberantasan Tin-
dak Pidana Kompsi (KPK) memiliki kewena-
ngan hukum fungsional dan Bagaimana mmpli-
mentasi hubungan kewenangan hukum fungsio-
nal Penyidik Komisi Pemberantusan Tindak Pi-
dann Korupsi (KPK) dengan Penyidiki Polri da-
Tam penyelesaian tindok pidana korupsi 7

B, Kerangka Konsepiual dan Difinisi Opera-
shonal
Kerangka konseprual terkan pembahasan
han ini

v

A I'm)tlet\!gm': Negara adalab  penye-
lenggam negam sehagaimana dimaksod
dalam Undang-Undang Nemor 28 Ta-
hun 1999 tentang Penyelenggarn Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepousme.

3. Pemberantasan tindok pidang  korupsi

adolah serangkaian tindakan untuk men-

cegali dun memberantis tindak pidana
korupsi melalui upayn koordinasi, super-
vist, monitor, penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan pemeribsaan & sidang
pcnsadilnn n!uﬂg\m peran serta mnsg.m-
kat b

dtmy kajian dari I

dengun Konsep Penegakan Hukum, Konsep Ke-
wenangan yang dimiliki Penyidik KPK, Penyi-
dik Polri scbagm  Aparatur Penegak Hukum da-
lum hal tindakan hukum penyidikan yang berhu-
hungan dengan akan hukum penyelesaian
tindak pidana korupsi,

Pencgakan hukum, menurut Satjipto Ra-
hardjo, merupakan suau proses uniuk mewo-
Judkan keinginan-keinginan hukum menjadi ke
nyitsan. Keinginan-keinginan hukim yang di-

wn
o
"

dangan yang berlaku.

4, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah
lembaga negara yang dafum melaksana-
kan tugas dan wewenangnys bersifut in-
dependen dan bebas dari pengaruli ke-
Kuasaan manapin

5. Penyidik adalsh pejabat polisi negara
Republik Indonesia otau pejabat pega-
wai negeri sipil tenentu yang diberi we-
wenang khusus oleh undang-undang un-
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ik melakukan penyidikan

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah
pejabal  pepawal negeri sipil lertentu
yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan ditunjuk selaku penvidik dun
mempunyai wewepang untuk melakukan
penyidikan tindak pidona dalum lngkup
undang-undang vang menjodi dasar hu-
kimmya masing-masing.

7. Penyidikan adalah serangkaion tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalum undang-undang untuk
menean serta mengumpulkan bukn yang
dengan bukti itd membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi don guna me-
nemukan tersangkanya

5. Koordinasi sdalah suntu usaha vang sin-
kron dan termtur umok menyediakan
jumiah dan wakiu yang tepat, dan me-
ngarahkan pelaksanasn untuk mengho-
silkan suatu tindakan vang seragam dan
harmonis pada sasaran yang telah diten-
tukan. koordinasi (coordination) sebagaj
proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan
kewi fesiid pada st

& i
vang. terpisah  suaty organisasi untuk
muencapal Wguan orgomisasi secarn efi-
sien

A Aspek Teoritik dan Metode Pendekatan

L Aspek Teoritik

Makna dori pemahaman negar fukum,
slzh satu fungsinya yaitu hakum dapar menjadi
ndasan steategis dalam pemberantasan tindak
pdane kerupsi, yang peranannya diberikan ke-
peda institusi penegakan hukum vang terkait
smgsung dalam sistem peradilan pl:!nn.1 yaitu,
#omisi Pemberantasan deak
KPK), K i Negar
IFOLRI, Kejaksaan (Jaksa), dan Hakim. Arti-
w=3 bahwa dalam pemberantusan tinduk pidana
Lorpsi hanya didisarkan atas kepentingan hu-
=m.

Indonesia schagai negars hukum, maka

dalam ¥ sar

e hukum negars mempunyai 3 (tga) prinsip
Sxsar yang wajib dijunjung tinggi serta dijalan-
= oleh sctinp warga negara, maupun pejabat-
=ya yuiiul

Ay Birdiseorts

Supremasi hukum;
b, Kesetaraan di hadapan hukum;
¢ Pencgakan  hukum dengan car-can
yang tidok  berlentangan  dengan bu
fum.

Dalam kontek pemberantasan tindak pida
na Korupsi, terkail permasalahan yang ada, gun:
memudahkan pemecahasnnya, penulis akan me
lakukan pendekatan melalui degal system theary
Secara konkret, legal sistem tidak hanya sekeda
memuat kcwmunn hukum atau aturan saja. tap
Ju lur, hatas 2 el
terkait bmdn_-,u kcm:lar:m hukum masyarakat
Lawrenee Meyer Friedman berpendapat bahwa
sistem hukum senantiasa mengandung liga kom.
ponen, yuitu: strctire, substance, dan legal ol
fure.

Kajian terkait penegakan hukum, secar
objektif noma hukum yang hendak ditcgakkan
mencakup pengertian hukum formal dan hukum
matericl. Artinya bahwa yang dimuksudkan de-
nggan hukum formal vakni terkait dengan peratu-
run perundang-undangan yang tertulis, sedang-
kan hukum materiel mencakup pengertian nilai-
nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Dalam demikian kajian yang dituju vaitu pene-
gakan hukum dan penegakan keadilan. Pencga-
kan hukum dapat dikaitkan dengan pengertion
Yerw enforeement ' dalim arti sempit, sedangkan
penegakan hukum datam arti Juns, dalam ani
ukum materiel, diistilahkan dengan penegakan
keadilan, Jadi yung dimaksudkon disini untuk
menegaskan bahwa hukum yang harus ditegak-
kan it pada intinys bukanlah sekedar norma
aturan it sendiri, melainkan termasuk nilai-ni-
lui kendilan yang terkandung di dalamnya.

Penegakian hukum, secara umun merupa-
kan suaty proses dilakukannya upayn antuk te-
gaknya atau berfungsinya nerma-norma hukum
secan nyal.a MT‘EI_LE!I pedoman perilaku dalam
gan hukum kehidupan berma-
svnmk.n dan bernegara,

Dalam hal ini penerapan hukum haroslah
dipundang dari 3 dimensi:

a4 penctipan hukum dipandang schagai sis-
tem mormatif (mormative systent) yai
penerapan keseluruban  awran hukum
vang menggambarkin i-milai sosal
yang didukung oleh sanksi pidana.

b, penerapan hukum dipaniding schagnai sis-
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tem administratif (administrative svsicnr)
yang mencakup interaksi antar pelbagai

baboya, hukum responsil mengandalkan dua
“doktrin® utuma. Pertama, hukum it hars

aparatur penegak hukum yang p
kan sub sistem peradilan dintus.

ik 1] dan masional.
hnluu. Icnmpcl:m.: menjodi- patokan - evaluast

¢, penerapan hukum pidana kan sis-
wem sosial (voctal svwien), dalam ani
hahwa dalam mendefinisikan tinduk pi-

perspektif pemikiran yang ada dalam la-
pisan masyarakat,

Pendekatan teori hukum progresif, secan
substansional meropakan salah satu upayn gunu
mewujudkan cita dan tujuan hukum yaitu keadi-
lan guna dapat dimsakan oleh masyarukat ho-
kum sebagni subyek hukum, Teor teori hukum
progresif. yang dikemukakan oleh Satjipto Ra-
hardjo, dapat dimaknai bahwa proses peruboh.

P SEMILN hukum,

2, Metode Pendekatan

Dari permasalahan yang ada maka kajian
im dilakukan dengan dua pendekatan yaitu; juri-
dis normatif, dan juridis sosiologis. Metode pen-
dekatan vuridis normatif yait suatu penclitian
yung seeara deduktif dimulai .mnhsu lc.—dmdnp
pasal-pasal dalam
nigan yang mengatur terkait pmmsalnhan Kaji-
an hukum secara yundis maksudnys kajion yang
mengac puda studi kepustnkaan yang nda atag-

Se

tidak lagi berpusat pada peraturn, twp pade
kretivitas pelaku hukum mengakialisasi hu-
kum dalam ruang dan wakiu yang tcpat. Para
pelatu hukum progresif dapat melakukan peri-
hatan dengan melakukan pemaknawn yang krea-
tif terhadap peraturan yang ada, tnpa hars me-
nunggu  perubshan  peraturan  fchamzing  the
fomwl,

Selanjutnya, terkait kewenangan yang di-
miliki nstitusi penegak hukum dolam penega-
ken hukum: pemberantasan tindak pidang korup-
si pada intinys  merupakan kekuasaan formal
yang berasal dari andang-undang. Fobus kajion
kewenangan adalah berkaitan dengan sumber
kewenangan dari pemerintah dulam melaku-
kan perbuatan hukum, baik dalam hut

pun yang
dingkan Isn.mful normatif maksudnys kajian ho-
ke vang bertujuan untuk memperoleh pengete-
huan normatif lentang hubungan antam satu pe-
raturan dengan pernturan loin dan penerapan da-
fm prakteknya.

Ru:mg lmul.up kajian i dilitik beratkan

hukum fungs

Penyl:ilk Komisi Pemberantasan Tindak Pldans
Komupsi (KPK) Dengan Penyidik Polri Dalam
Penyelesainn Tindak Pidana Korupsi,

. Pembahasan

1. Kewenangan Fungsional Komisi Pembe-
rnaluau Tinduk Pidans Korupsi (KPK)
L Komisi Pemberanta-

nya dengan hukum publik maupun dalam hu-
bungannya dengan hukum privat. Kewena-
ngan yang bersumber dan peraturen perun-
dang-undangan, Kewenangan tersebut. meli-
puti: atribusi; delegasi; dan mandat.

Pada aspek Hukum Responsif, Nonet dan
Selznick lewat hukum responsif, menempatkan
hukum sebagai sarana respons terhadap ketentu-
an-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai
dengan sifatmya yang terbuka, maka tipe hukum
ini mengedepankan skomodasi uniuk menerima
perubahan-perubahan sosial denn mencapa ke-
addilin dan cmansipasi publik. Kepedulian poda
akomodasi aspirasi sosial, menyebabkan teori
ini tergolong dulam wilayah sociological Juriv-
prandenee.

Menurut Nonet dan Selenick it lulah se-

san Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971
Tentang Tindak Pidana Korupsi  diganti
Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tuhun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi,

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, undang-undang mengama-
natkan untuk  membenuk sebuah komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi yang
diserahi twogss don kewenungan melakokan
penyidikan dan penuntutan terhadap tindak
pdima korupsi.

b1

Sgnngﬂmnlutan ';I'Iasyaﬂlkal lingku-
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npan nasional, regional maupun internasio-
nal terkait pemberantasan tindak pidana ko-
rupsi, perlu kehadiran sebush badan yang
bersifar khusus atou komisi.

Ada beberapa model komisi anti ko-
rupsi yang diterapkan oleh beberapa negarn
yang telah berhasil yaitu:

1) model yang membenikan kepada ba-
dun anti korups) monopoli kewena-
ngan untuk melakukan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan

2) model yang menempatkan badan anti
kompsi schagai suntu institusi yang
memiliki - kewenangan  koordinatif

ek 11

Azis Birdisarta

o Act, sejak tahun 1960 dan telak
berkali-kali dilakukan perubahan,
vaitu tahun 1963, 1966, 1972,
1981, 1989, dan 1991,

= [} Thailand, Komisi Pemberanta-
san Komupsi saat ini yang diberi
nata NCCC (The National Coun.
ter Corvuption Commission), ber-
dini tabun 1975 bemama CCC
(Counter Corvuption Commissi-
on) dan kemudion pada scjak No-
pember Tahun 1999,

¢ Dasar Hukum Pembentukan Komisi

dan supervisi, Ju
untuk melskukan penyelidikan, pe-
nyidikan, dan sekaligus kewenangan
penumtutan.

3) model badan anti korupsi vang hanys

don penyidikan, sementarn kewena-
ngan penuniutan tetap berada pada
kejaksaan,

- "Independent f'ormmsxmrl Against

Pember Korupsi (KPK)

Dasar hukum pembemukan teriunng
dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 vang berbunyi:

(1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua)
tahun sejak undang-undang ini mulai
berluku, dibentuk Komisi Pemberun-
tasan Tindak Korupsi;

(2) Komisi sebagaimana dimoksud da-
Tam ayal (1) mempunyai twgas dan

fakuk koordi

Corruption (ICAC)" di Hongh
ICAC didirikan pada tanggal 15
Februari 1974 berdasarkan el
pendent Commission Againts Cor-
rupitont Ordinance fehaprer 204)°
Badan  Anti Korupsi - Malaysia
(Badan  Pencegah  RaswalvAmi

dun supervisi, termasuk melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan pe-
nuntutin sesuai dengan ketentuan pe-
ruturen - perundang-undangan  yang
berlaku;

[E1] Kmssman Komisi  schagaimana

(& 1 dAgency).  Didirik ksud dalam ayat (1) terdiri atas

pada whun 1967, unsur pemerintah dan unsur masya-
- Komisi Pemberantusan Kmlpsh di rakat;

A lin, Lembaga indey {4 K i L L

yang bertugas memberantas ko-
rupsi di Australia khususnyn ne-
gara bagian New South Wales, d1-
beri nama ICAC (I

susunan nrgnmsaﬂ 1ala kegja, per-
lunpgungawaban, tugas dan wewe-
nang, serta kmnggumn Komisi se-

Conmmission Against Corruption),
berkamor dif Sydney, Didink

ksud dalam ayat (1),
ayat (2} dan ayat (3) distur dengan
o I

berdasarkan  Inddependent  Came-
mission Against Corruption Act
Nomor 35 Tahun 1988,

= Singapura mendirikan badan anti
korupsi yang disebut CPIB (Cor-
rupt Practices Investigation Bu-
reae), Pembentukannya berdasnr-
fan Undang-undang Anti Korupsi
Singapurs Preventian of Carripti-

i E-

Dari ketenituan Pasal 43 Undang-Un-
dang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, bahwa
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Ko-
rupsi (disingkat KPK) dimaksudkan sehagai
sehuah institusi yang diberl kewenangan
melakukan penyelidikan dan penyidikan ser-
ta melakukan peruntutsn terhadap tindak pi-
dana korupsi.

Drengan demikian, di dalam sistem pe-
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radilan pidana Indonesia ada tiga instit
yang berwenang umuk melakukan penyidi-
kan dalam perkara tindak pidana korapsi,
vaitu KPK, kepolision dan kejaksaan.

KPK diberi kedudukan dan kewena-
ngan yang lebth, vakni untuk melakukan ko-
ordinasi dan supervisi terhadap penyidik ke-
polisian dan kejaksann, dan daput mengam-
bil alih penyidikan yang sedang dilakukan

terhudap upays pemberniasan tin-
dak picksna korupsi. Legitimasi kedu-
dukan KPK sebagai lembaga negarn
tersebut, maks kewenangan hukum
fungsionalnyn berakibat hukum me-
ngikat serta harus dijadikan dasar ho-
kum dalam kerangka melakukan tin-
dakan hukum maupun upava hukum
dalam rangka tindakan penyelesaian

baik ulell kepﬂlmm! mutpun oleh kejb
vuti  maksed  k

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tuhun
1999, akhimya pada tanggal 27 Desember
2002 disahkan dan diundangkon  Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Ko-
misi Pemberantasan Tindak Pidana Konupsi,
dituangkan dalam Lembaran Negara Repub-
lik Indoncsia Tahun 2002 Nomor I\T

‘hadap pelaku tindak pidana korup-
5.

3) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 Tentang Komisi Pembe-
rantasan Tindak Pidana Korupsi ke-
wenangan  hukum  fungsional KPK
dimyatakan bahwa;

Komisi Pemberantasan Korupsi mem-
punyn tugas:

“Tidak upaya
san tindak pidonn korupsi melalui institusi
pencgak hukum yang sda selama ini (kepoli-
sian dan kejaksaan) merupakan salah sotu
dasar pemikiran unwk membeniuk  komisi
pemberantazan korupsi'.

Dalam salah satu konsideran Undang-
Undung Nomor 30 Tahun 2002 dinyatakan,
bahwa:™ lembags pemerintah yang mena-
ngani perkara tindak pidana korupsi belum

i secam efekuf dalam memberantas
tindak pidana korupsi”

d. K gan Hukum F fonal Ko-
misl Pemberantasan Tindok Pidana
Korupsi (KPK)

Ke hukum 1

KPK herdaearlum Uinidang- I.rnslung Numnr

CV finasi dengen instansi yang ber-
wenang  melakukan  pemberantasan
titdak pidana korupsi;
supervisi lerhadap instansi yang ber-
wenang  melakukan - pemberantusan
tinduk pidana korupsi;
melakukan  penyelidikan,  penyidi-
kan, dan penuntutan terhadap pelaky
tindak pidang korupsi;
) melakukan tindakan-tindakan pence-
gahan tindak pidana korupsi, dan;
e} melakukan monitor terhadap penye-
lengearaan pemerinuhan negara.
Bertolak dari ketentuan mengena -
gas komisi tersebut, maka di dalam ketentu-
an-ketentuan selanjutnya dani Undang-Un-
d:ng Nomor 30 Tehun 2002 Tentang Ko-
musl Pemberaninsan Tln;ink Pidana Korupsi_

L}

€

30 Tahun 2002 Tentang Komisi P

tnsan Tindak Pidana Korupsi atau
KPKE.

1 Kedudukan hukum Komisi Pembe-
runtusan Tindok Pidana Korpsi atiu
disingkat KPK, Pasal 3 Komisi Pem-
berantasan Korupsi adalsh lembaga
negara yang datam melaksanakan tu-
gas dan wewenangnyi bersifit inde-
penden dan bebas dari pengaruh ke-
kuasann manapun

2) Pasal 4 Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi dibentuk dengan twjuan me-
ningkatkan days guna dan hasil guna

556

i T hu-
2 kum i yang  diberik kepada
KIK. (Seperti dalam proses. sisten pernd:lnn

pidana, misal 7 ¥

dan sebagai ri

KPK memiliki tugas penyidikan, yang
secarn khisus dimungkinkan akan menim-
bulkan implikasi kewenangan secara konsti-
tusional untuk memicu kecepatan dalam mie-
nangani proses hukum dolam tindak pidans
korupst, dan atau setidaknya Undang-LUn-
dang Nomor 30 Tahun 2002, memerintah-
kan koordinasi maupun supervisi, dengan
institusi penegak hukum lainnya,
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KPK, yang memiliki kewenangan me-
Iakukan koerdinasi dan supervisi, termasuk
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan terhadap pelaku tindak pidans
korupsi meliputi undak pidana korupsi yang
melibatkan aparit pencgak hukam; penye-
lenggarn negara, dan orang lain vang ada
kaitannya  dengan  undak  pidana Korupsi
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
wtau penyelenggam negars, mendapat peri-
tinn yang meresahkan masyarakot: dan/atau
menyangkut keruglan negam paling sedikit
Rp. 100000000000 (sutu milyar rupiah).

KPK dopat menyusun. janngan kerja
(networking) vang kunt dan memperlakukan
institusi yang telah ada sebagal “cownter-
parmer” yang kondusif schingga pemberan-
tasan korupsi dapat dilaksanakan secara efi-
sien dan efektif, nm mcll!nlmp(lll tugas
dan
dan pcnunlntnu bellungsn \chagax pcmu.u
dan pemberdayaan institusi yang telah ada
d.llnm p:mbemn:usan korupsi (rigger pe-

ch riungsi uniuk melakukan super-
\Il| dan m:manlau institusi yang telah ada,
dan dalam keadaan tertentu dapul mengam-
bil alih tugas dan wewenang penyelidikon,
penyidikan, dan penuntutan  (superhody)
yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian
dan/atin kejaksnan.

Hukum Fungsional KPK Dalam Melaku-
kan Penyidikan Dengan Penyldik Polrl.
. Dasar Hukum

1} Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lemburan Negara Republik Indorne-
sia Tabun 198] Nomor 76, Tamba-
han Lembaran Negarn Republik In-
donesin Nomor 3209);

2). Undang-Undang Nomor 28 Tabun
1999 entang Penyelengpara Negara
vang Bersih dan Bebas dari Karupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
MNegarn Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia No-
mor 3851),

3% Undang-Undang Nomor 31 Tahun

4.

o

Azl Bundiante

1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidans Korupsi (Lemboran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 No-
mor 140, Tambahan Lembaran Ne-
para Republik  Indonesia  Nomor
I8BT4 vang telah divbah dengan Un-
dang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
tentang Perubaban atas Undang-Un-
dang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Ko-
rupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor |34,
Tambahan Lembarun Negara Repub-
lik Indonesia Momor 4150);
Undung-Undang Nomor 2 Tahun
2002 wenmng Kepolisian Negara Re-
publik Indonesia {Lembaran Negam
Republik Indoncsia Tohun 2002 No-
mar 2, Tambehan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4168);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidang Korupsi (Lembaran
Negara Republik  Indonesin Tahun
2002 Nomar 137, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia No-
mor 4250);

. Undung-Undang Nomor 16 Tahun

2 temiang  Kejaksann  Republik
Indonesin (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2008 Nomor
67

Undang-Undang Nomor 46 Tahun
2009 tentang Pengadilan Tindak Pi-
dana Korupsi (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2009 Nomaor
155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor $074);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Ta-

hun 1983 tentong Pelaksanman KU-
HAP sebogaimana telah diubah de-
ngan Peraturan  Pemerimiah  Nomor
38 Tahun 2010 tentang Perubaban
atas Peraturan Pemenntah Nomor 27
Tahun 1983 tentang  Pelaksannan
KUHAP (Lembar Negam Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembar Negara Republ
Indonesia Nomor $145);

Peraturan Pemerintal Nomer 71 Ta-
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hun 2000 tentung Tats Cars Pelaksas
nean Peran Sertn Masyarakat dan
Pemberian Penghargann dalam Pen-
cegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidann Korups: {Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2000 No-
mor (44, Tambahan Lembaran Ne-
wirs Republik  Indonesia  Nomor
3995),

10} Instruksi Presiden Republik Indone-
sia Nomor 5 Tahun 2004 tanggal %
Desember 2004 tentang Percepitan
Pemberantasan Konipsi;

11} Keputusan Bersama Kewa KPK dan
JAKSA AGUNG RI Nomor |1/
KPK-KEJAGUNG « X117 2005 dan
Nomor KEP-347/ A/ LA/ 12/ 2008
tanggal 6 Desember 2005; serta,

12) Kesepakatan Bersama Antars Kejak-
saan Republik Ind in, K

#) Jumpa pers dalam mngka -
nan perkara tindak pidana korupsi.

Hukum Fungsional Penyidik KPK De-
ngan Penyidik Polri Penanganan Per-
kara Tindak Pidana Korupsi.

tmplimentasi - Kescpakatan  Bersama
Antara Kepolisian Negara Republik Indone-
sia, dengan Komisl Pembernntasan Korupst
Republik Indonesia Nomor: B/23/ NE2012
d.m \Inmbr Spj-3901/032012, dalam hal

hukum i
Penyidik KPK dcng.m Penyidik Pnln. untuk
itu berpedoman pada Lingkup K:wpakmn
Bemmu. yang dintur heldamrklm Pasal £
k habwa, k

tmduk pidang Korepsi dilakukoan dcngnn ca-

€

a) K

Negara Republik Indemesia, “Komisi
Pemberanissan Korupsi Republik In-
donesin Nomor: KEP-049/A/ L AN/
2012, Nomor: B/23/ [IV2012 dan
Nomor: Spj-39i1/032012;

b. Pokok-Pokok Lingkup Obyek Hubu-
ngan K Hukum Fung;
Penyidik KPK dengan Penyidik Poiri.

Lingkup Kesepakatan Berswma Anti-
ra, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
dan Komisi Pemberantasan Korupsi Repub-
lik Indonesia Nemor: B23/000 2002 dan

Nomor: Sp-39/01/03/201 2, adaloh:

a) Pencegabun tindak pidana korupsi;
b) Penanganan perkarn tindak piduna
korupsi;
c) P 2 2
negara perkara tindak pidana komup-
k1M

d) Perlindungan  hukum bagi pelapor
dan saksi pelaku yang bekerjasamn
(whistleblower atan fustice collabo-
rators) dolam pengungkapan tindak
pidana korupsi

Baniuan personil dalam penanganan
perkara tindak pidana konpsi.
Pendidikan'pelatihan bersama dalam
penanganan perkara tindak  pidani
korupsi.

o

b} Supervisi;

«)  Tukar menukar informast;

o) Bantuan dalam penyelidikan;

¢} Bantuon dalam penyidikan;

) Banwan dalam penumutan;

#) Bantuan dalam pencarian lersangka
terdakown/terpidana;

hy Bantuan dalam pelaksanaan putusan

pengadilan;

Bantwan pengawasan terpidama da-

lam hal pembchasan bersyvarat.

i

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam
pencrapannya yang dilakukan oleh Penyidik
KPK dan Penvidik Polri diperoleh fakta oleh
peneliti schagai berikul

1. Ti Pemberi,
Informusi Penyidik Polri ke Penyi-
dik KPK.

[alam penanganan kasus tndak
pidana korupsi, sejok tabun 2004 hingga
tahun 2015, fungsi koordinesi dan su-
pervisi antarms KPK dengan POLR] dan

PrOSCS |
dengan Suran Perintah Dimulainys Pe-
nyidikan (SPDP),  hingga 31 Oktober
2015, di tahun 2015 KPK menerima
SPDP dari Kepolisian sebanyak 2.565
perkara.
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Jumiah kasus yang diinformasikan
oleh Penyidik Polri kepada Penyidik
KPK pada | Januari hingges 31 Desem-

Ak Buidlamtn

ber 2014 sejumlaly 273 perkars. Kemu-
disn | Januari hingea 31 Oktober 2015
mencapai 179 perkara.

Tabel 1: Jumlah Perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Penintah
Dimulainya Penvidikan (SPDP), yang diberitahukan ke KPK,
dari shun 2004 hingga 31 Oktober 2015,

Jabatan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000 2011 2012 2013 2014 2015 Jumish

Kepolisiun 1200 171 520 169 191 92
Kejuksaan 297 582 644 437 446 558

2200 00 234 273 179 2565

1176 1131 767 923 911 787 R.656

Jumlah 417 733 LI64 606 637 650 1372 1350967 1157 1184 963 11221

Penindakan kasus tindok pidana
korupsi yang ditangani oleh Penyidik
KPK dalam kuron wakie tahun 2004
hingga 30 Nopember 2015 mencapai
2.238 perkara, dengan perincian;

“Per 30 November 2015, di 1a-

hum 2015 KPE melakukan pe-

nyelidikan ¥4 perkara, penyidi-

kan 30 perkam, penuntutan 38

perkar, inkrcht 32 perkara, dan

cksekusi 33 perkara. Dan dengan
demikian, maka total penanganan
perkara tindak pidana kerupsi da-

n thun 2004-2015 adulsh pe-

nvelidikin 749 perkara, penyidi-

kan 461 perkara, penumutan 385

perkara, inkmcht 315 perkara,

dan eksekusi 328 perkara™

Implimentasi  findakan  hokum
wang bersifat koordinosi antura Penytait
KPR dengan Penvidik Polvi dilakukan
berdasarkan pertimbangnn hukum sesuni
Kescpakatan Bersama Antarn Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dengan Ko-

misi F

yang mempunya kewajiban -
tuk menindaklanjuti penyelidikan
adalah instansi yang lebih dahulu
mengeluarkan surat perintah pe-
nyelidikan ataw atas kesepakatan
PARA PIHAK: Penyidikan yang
dilakukan pibak POLRI diberita-
hukan kepada pituk KPK, dan
perkembangannya  diberitahukan
kepada pihak KPK paling lama 3
(tiga) bulan sekali; Pihak KPK
Leanitiil

I pety
pajon bulanon atas kegiatan pe-
nyidikan yang dilaksanakan oleh
pihak Polri; Penvelidikan dan pe-
nyidikan tndak pidana korpsi
oleh salah satu pihak dapar din-
lihkan ke pilak lain sesuai keten-
fuan peraturan perundang-unda-
ngan, dengan terlebih dabulu di-
lakukan gelar perkarn yang dila-
dirt oleh PARA PIHAK, yang pe-
laksanaannya dituangkan  dalam
Berita Acara.™

| Rep
Indonesia, Nomor: B231E2012  dan
Nomor: Spi-39/01/03/2012, Pasal 8 vang
dinyatakan hahwa;
“Datam hal PARA PIHAK ani-
nya Permvidlk KPK dengan Penyi-
dlik Pedri mrclikukan penyelidikan
pada sasaran yang sama, untuk

kan maka pencntuan  instansi

2. Tindal hukum Penyidik KPK
yang bersifut Pengambilalihan dan
Telah Divonis Pengadilan Tipikor
Tahun 2014, antara lain sebagai
berikut.
= Perkam TPK atas nama terpidana

FULKARNAEN DIABAR dun
DENDY PRASETIA ZULKAR-
NAEN PUTRA schubungan de-
ngen  hersama-sama  melakukan
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Tindak Pidana Korupsi meneri-

ma hadiah atoy janji terkait de-

ngan pengurusan anggaran dan

atay pengadaan barangfasa di

Kementerian  Agama RI Tahun

Anggarn 2010-2012,

Putisan MA:

*  Terpidana | (Zulkarmaen Djo-
bury Pidang penjara 15 (lima
belas tahun) mhun, denda Rp
JONLO00000 - subsidair 1 (sa-
tu) bulan dan uang pengeunti
Rp3.745.000.000 subsidair 2
(dua) tahur.

+  Terpidana 11 (Dendy Prasctin
Zulkarnuen  Putra): Pidang
penjara 8 (delapan)  tahun
denda Rp 300,000,000 subsi-
dair | (satu) bulan dan vang
pengganti  RpS.745.000.000
subsidair 2 (dua) mhun.

Perkara TPK atas nama terpidana

RATNA DWI UMAR  schubu-

ngan dengan Pelaksanaan Penga-

dean Peralotan Keschatan untuk

Melengkapi Rumah Sakit Ruju-

kan  Penanganan  Flu  Burung

yang dananya dari DIPA APBN-

P pada Dircktorat Jenderal Pela-

vanan Medik Depanemen Kese-

hatan R1 Tahun Anggaran 2007

Putusan PT: Pidana Penjara 5 (Ti-

ma) tahun dan denda B pS00.000

000 subsicdnir 3 (ugal bulan,

Perkara TPK al

3. K

Perkarn TPK atas numa terdakwa
DIOKO  SUSILO  sehubangay
dengan pengadaan driving sima-
lator roda dua (R2) dan roda em-
pat (R 4) pada Korps. Lalu-Lin-
tas Mabes Poln Tahun Angearan
2011 dan diduga melakukan tin-
dak pidana pencucian wung da-
lam hubungannya dengan perbu-
atan menempatkan, mentransfer,
menguhah bentuk, dan atay me-

Y ¥ !
nsal-usul, sumber, lokasi, kepe-
milikan, dan atau perbuatan me-
NETIMa alau MEngUasal pencmpa-
tan, pentransferan, pembiyaran,
stau menggunakan harte kekoya-
an yang diketabul atau pamt di-
duga merupakan hasil tindak pi-
dana
Perkara TPK atas nama terpidana
DEDDY KUSDINAR  sehubu-
ngan dengan  pembangunan/pe-
ngadaan’; pc.nmgkau\n sarana chan
di Hambal
Kementerian Pemuda dan
Olabragn Tahun Anggaran 2010-
2012
Putusan PN: Pidona penjora 6
(enam) tahun, denda Rp100.000.
000 substdair 3 (tiga) bulan, dan
wang pengganti Rp300.000,000
subsidair & (enam) bulan.

KHAIRUL A\NWAR DAULAY
Tub dengan
hadiah atau janji untuk menda-
patkan proyek yang terkait de-
ngan dana Bantan Daerah Ba-
wahan (BDB) dari Pemenntah
Provinst Sumatera Utara !
Pemerintah  Kabupaten Mandai-
ling Natal yang bersumber dari
APBD Provinsi Sumatera Utars
Tahun Anggaran 2003,
Putusan PN: Pidana penjom 4
{empat) twhun 6 (enam) bulan
dan denda Rp300.000.000 subsi-
dair 5 (lima) bulan.

Penyidik KPK dengan

Peayidik Polri

Adapun keordinasi yang dilakukan

Penyidik KPK terhadep Penyidik Polri
dicontohkan tahun 2014 antars lain seba-
gai berikut.

Koordinasi dengan Polda Bali,
Kejati Bali, BPKF Prov. Bali ter-
katit hasil cek fisk dalam pena-
nganan perkara tindak pidana ko-
rupsi pengembangan sistem dis-
tribusi air  minum  pekerjaan
konstruksi jaringan air bersihvair
minum di Kee. Abang, Kec. Ka-
rangasem, Kec. Manggis dan
Kee. Kubu pada Dinas PU Kab.
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Karangasem Prov. Bali. (Kegia-
tan ini dilaksanakan di Kejatl Ba-
li pada 15 April 2014 dengan
agenda paparan abli terkait busil
cek fistk dan diskusi dalam rang-
ka percepatan penangsnan perka-
ra tersebut),
Kegiatan koordinasi dengasn Ke-
jati dan Polda Kalimantan Selu-
tan terkait pemuktabian duts pe-
panganan perkara tindak pidana
koripsi vang ditangani aleh Ke-
jati dan Polda Kalimantan Scla-
tan.

+  Kegiman  Koordinasi:  data
penanganan  perkam  tindak
pidana Korupsi yang dilaksa-
nukan oleh Kejoti dan Polda
Kalimantan Selatan,

*  Hasil koordinasi: diperoleh
informast dan data penanga-
nan perkara yang dilaksana-
kan oleh Polda dan Kejati
Kalimantan Selotan,

Kegiatan koordinasi dengan Pol-

da Bali terkait penanganan perka-

ra TPK pengembangan distribusi
air minum pekerjaan konstrukst

Jjarngan air bersihair minum di

Kee. Manggis, Kee. Karangasem,

Kee. Kubu, Kee. Abang Kabupa-

ten Karangasem AFBD TA 2009

dan TA 2010

*  Kegaun Koordinast: Lapo-
ran Hasil Pengujion secara
Laboratoris terkait sample pi-
pa yang terpasang di Kee,
Moanggis, Kee. Karangasem,
Kee. Kubu, Kee, Abang &
Kahupaten Karangasem un-
tuk mendukung terbitanyn la-
pomn perhitungan kerugian
Negara,

*  Hasil koordinasi: Terbit lapo-
ran perhitungan kerugian ne-
gara.

Koordinast dengan ahli PT. Jasa

Raharja terkait TPK terhadap da-

na Sumbangan Wajib Dana Ke-

celakann Lalu Lintas Jalan {SW-

Ay Budignts

DKLLY) yang dilakukan oleb ter-
sangka Alamsyah pada periode
tanggal 3 Maret 2008 s/d tanggal
4 Juni 2009 di Kanlor Samsat
Bnynawpm‘pq
Kegiatan vang dikoordinasi-
ken: Memfasilitasi ahli dari
PT. Jasa Raharja untuk ke-
pentingan  penyidikan Polres
Rokan Hilir.

* Hasil Koordinasi: Unit Koor-
sup telah memfasilitasi Pe-
nyidik Polres Rokan  Hilir
Provins: Riau untuk melaksa-
nakan permintain keterangan
ahli dari PT. Jasa Raharja.

Koordinasi dengan Penyidik Pol-

res Ponorogo terkait penanga-nan

perkarn tindak  pidana korupsi
pembangunan RSUD dr Harjono

Kah, Ponorogo yang didanai de-

ngan APAN Tahun 2009 dan

2000,

+  Kegiatan vang dikoordinasi-
kan: memfasilitasi pemerik-
saan saksh Yulianis.

*  Hasil Koordinasi: telah dilak-
sanakan pengambilan ketera-
ngan‘pemeriksann  Yulianis
schagal saksi oleh Polres Po-
norogo pada tanggal 11 Dee
sember 2014,

Koordinasi dengan Penyidik Pol-

da Maloku terkait penanganan

perkara tindak pidana  korupsi
dan  tindak pidana  pencucian

g tentang adanya pengelolaan

deposito di Pemenintah Kabupa-

ten Seram Bagian Timur,
Kegiatan yang dikoordimasi-
kan: memfasilitasi pemerik-
saan saksi Muhammad Nowvi-

1§ TPPLY,

* Hasil Koordinasi: telah dilak-
sangkun pengumbilan keters-
ngan/pemenksann  Muham-
mad Novian, SH. MH (ahli
TPPU) pada tanggal 9 De-
sember 2014,

Koordinasi dengan Penyidik Pol-
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da Maluky terkalt penanganan
perkarn tindak padana korupsi
dan  tindak  pidans pencucian
weng tentang adanya pengelolaan
deposita di Pemerimtnh Kabupn-
ten Seram Bagian Timur.

= Kegutan yang dikoordinasi-
kan: memfasilitasi pemenk-
saan saksi Endang Swastika
{ahli Perhankan),

+  Hasil Koordinasi: telah dilak-
samakan  pengambilin kete-
rangan’ pemeriksan Endang
Swastika  (ahli  Perbankan)
pada tanggal 9 Desember
2014,

4. Suwpervisi Peayidik KPK Terhadap
Penyidik Polri Tahun 2014,

Tindakan hukum supervisi Penyi-

dik KPK terhadap Penyidik Polri pada
tahun 2014 mencapai M kasus perkara
tindak prdana korupsi.

Adapun tindakan hukum tersebut

antara lain sebagm berkut

Kepiatan supervisi (paparan per-
kara) proses penghitungan ker-
gisn kewmgan Negar olch BPK
terkait penanganan perkara dugn-
an tindak pidans korupsi penga-
daan Alkes tahun 2006 pada Dit-
jen Binakesmas Depkes RI disi-
dik oleh Dit Tipidkor Bareskrim
Polri tangeal 24 Februari 2014 d
Gedung KPK lantai 7.

Kegiatan supervisi (paparan per-
kara) terkait penanganan periars
dugaan TPK dalam pengadasn
pembuatan pela topografi - skala
1:1000 pada Tinas Tata Ruang
Provinsi DKl Jakarta  Tahun
Anggaran 2010 oleh Ditreskrim-
sus Polda Metro Juya tunggal 27
Februari 2014,

Dugann TPK pada kegintan pen-
145 seni dan promosi budaya dae-
rah di Anjungan Provinsi Beng-
kulu Taman Mini Indonesia In-
dah (TMIN Jakarta pada Dinas
Perhubungan Komonikasi Infor-

ratike, Kebudaysan dan pariwi-

=ita Kab. Bengkulu Selatan TA

2010,

*  Posisi sebelum  disupervisi:
Perkara terkendala karena di-
kembalikan oleh Jaksa Pene-
liti kepads Penyidik,

= Posisi setelah  disupervisic
berdasarkan surat perintah -
gas  Nomor  61/01-20/11/
2012, perkara ini dilakukan
supervisi. Setelah dilakukan
supervisi, Putusan Pengadilan
Tipikor pada Pengadilan Ne-
peri Bengkulu pada tanggal
23 November 2013 menvuius-
kan untuk terdakwa  Fauzi
Murman (pidana penjara | (a-
hun, denda Rp30 juts subsi-
der 1 bulan dan membayar
wang pengganti Rpldé jutaj
dan terdakwa Densi (pidana
penjars | tahun, denda RpSo
juta subsider | bulon dan
membayar uang  penggant
Rp 15 juta).

Dugaan TPK Pembangunan sarn-

ns ibadah di Desa Cinto Mandi

Kecamatan  Bermani  lir Kab.

Kepahiang SKPD Dinsosnaker-

trans  Kepahiang  sumber  dana

APBD Kepahiang TA 2000

+ Posisi sebelum  disupervisi:
Perkarn terkendals korena di-
kembalikan oleh Jaksa Fene-

liti kepada Penyidik,

« Posisi setelah  disupervisi:
berdasurkan surat perintah tu-
gas  Nomor 610120011/
2012, perkara ini dilakukan
supervisi, Seteluh dilakukan
supervisi, perkara ini telah di-
limpahkan Penyidik kepada
Jiksa Penmmtul Umium/P-2]
tahap 2,

Dugaan TPK Pembangunan Jalan

Nusakambangan Kab. Cilacap te-

Thun 2008,

+  Posisi sebelum  disupervisi:
perkara  ferkendala  karena
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BPKP Jateng belum  dapat
menghitung  kerugian keua-
DEAn NEgara,

* Posisi  setcloh  disupervisi:
berdasarkan surat perintal tu-
gas Nomor: 09/01-20/ 04/
2012 gl 24 April 2012, per-
kara imi ditakukan supervisi.
Hasil supervisi Tim scpakat
telah tenadi perbuatan mela-
wan  hukum  dan sebelum
BPKP  melakukan  perhitus
ngan kerugian keuangan ne-
gara terlebih dabulu dilaku-
kan pengujian fisik. Setelah
dilakukan supervisi, ditindak-
lanjuti dengan mesmints Dinas
PU menguji fisik jalan dan
temyata hasil pengujion me-
nyatakan pekerjaan telah se-
sudi dengan Spek, schingga
perkara ini dihentikan penyi-
dikannya,

- Dugsan TPK pengadaan jusa
konsultansi  pembuatan  Detail
Engeencring desipn (DED) Inta-
ke dan transmisi di PDAM kota
Tegal tahun 2009,
= Posisi sebelum  disupervisi:

Perkars terkendals karena di-
kembalikan oleh Jaksa Pene-
liti kepada Penyidik.

* Posisi  sctelah  disupervisi:
herdasarkan surat perintah tu-

s Momor: 09012004/
2002 1gl 24 April 2012, per-
kara ini dilakukan supervis
Setelah dilakukan supervisi,
Putusan Pengadilan  Tipiker
pada Penpadilan Negeri Se-
marang pada tanggal 01 Feb-
miar 20013 memutuskan un-
tuk terdakwa Moh. lqbal (pi-
dana penjarn 7 tahun, denda
Rp300 juta subsider 6 bulan
dan membaysr uang peng-
ganti Rpodn. 131 100)

= Hasil supervisi utas perkam tin-
dak pidana korupsi atas nama ter-
sangka Berkah Mofaje Sarukur

Ashy Buwdlunio

Caropebola Bin Kamarullah yang

disidik oleh Ditreskrimsus Polda

Lampung telah dinyatakan leng-

kap (P-21) oleh Kejaksaan Ting-

g Lampung berdasarkan Surm

Nomor; B-780/ N8, SF im0y

2014 tanggal 28 Februari 2014

perihal pemberitshuan hasil pe-

nyidikan perkara tindak pidana
korupsi atas nama tersangka Ber-
kah Mofaje Sarukur Caropeboka

Hin Kamarullah.

+  Posisi sebelum  disupervisi:
Penonganan perkarm ini olel
Penyidik Polda NTT terken-
dala bahwa terdapat perbeda-
an pendapat dari Penuntut Us
mum_ seloku peneliti berkas
perkars terkait tentang jumlal
kerugian  keuangan  negara
yang  telah  dihitung  oleh
BPKP Perwakilan NTT de-
ngan Total Lost, karena ke-
nyataannya terdapat  pupuk
yang telab dibeli oleh reka-
nan walaupun pembelian pu-
puk tersebut terlambat duri
waktu yang telah ditentukan

«  Posisi sctelab disupervisi: Se-
teluh dilaksanakan
kali koordinasi dan dilaksan-
kan supervisi bersama (KPK,
Pidsus Kejagung, Was Keja-
pung, Bareskrim Paoln, Kejoti
NTT, Polds NTT) bertempat
di kantor Kefati NTT, tim
memberikan rekomendasi
bahwa:

4) Agar penyidik dan pe-
nuntut umum selaku pe-
neliti hetkas perkarn ber-
koordinasi secars intensif
dalam rangka memperee-
put proscs  penyelesaian
penanganan perkara;

b} Agar penyidik dan penun-
ot umum sclaku peneliti
berkas perkara berpeda-
man pads hasil perhin-
ngan kerugian  kewangan
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negarn BPKP Perwakilan
NTT schagai alat hukii
sah yang akan diperang-
gungjawabkan oleh abl
i persidangan;

¢) Berkas perkara atas nama
tersangka Kalumban Mali
(selaku penyedia barng/
imsa)  dinyatakan  sudab
lenghkap oleh Kejati NTT
(Surat Nomor B-272/P.3/
FLIMO12014 tanggal 24
Januari 2014 peribal pem-
beritahuan  penyidikanan.
Tsk Kolwoban Mali su-
dah lengkap).

Dugaan tindak  pidans korupsi

pengadaan  belanjn  bahan/obat-

obatun untuk intensifikasi tana-

muan padi dan palawija pada Di-

nas Pertanian dan Perkebunan

Provinsi Nusa Tenggara Tinmr

TA. 2009, atas nama tersangkn

Petrus Muga (seloku pengguny

anggaran),

= Posisi sebelum  disupervisic
Penanganan perkara ini oleh
Penyidik Polda NTT terken-
dala bahwa terdapat perbeda-
an pendapat dari Penuntut U-
mum selaku peneliti berkas
perkara terkait tentang jumiah
kerugian  kevangan  negara
yang telah  dibitung  oleh
BPKP Perwakilan NTT de-
ngan Total Lost, karena ke-
nyatuannys terdapat  pupuk
yang telah dibeli oleh reka-
nan walaupun pembelian pu-
puk  terschut terlambar dari
watktu yang telih ditentukan.

+  Posisi setclah disupervisi: Se-
telah dilaksanakan beberapa
kali koordinasi dun dilaksana-
kun supervisi bersama (KPK,
Pidsus Kejogunge, Was Keju-
gung. Bareskrim Polri, Keiati
NTT, Polds NTT) bertempat
di kantor Kejoti NTT, tim
memberikan  rekomendasi

bahwa-
ab Agar penyidik dan penun-
tuf umum selaku penelin
berkas perkarn berkoordi-
nasi secara intensif dalam
mangks mempercepal pro-
S0 penyelemnn pena-
nganan
bl Agar penyvidik dan penun-
tur wmum selakn peneliti
berkas  perkara berpedo-
man pada hasil perhitu-
ngan keruginn keuangan
negars BPKP Perwakilan
NTT schagai alat bukai
sah yang akan dipertang-
pungjawabkan oleh shlf
di persidangan;
€} Berkas perkara atas nama
tersangka  Petrus  Muga
(selaku penggima angga-
ran)  dinyatakan  sudah
lengkap oleh Kejau NTT
{Surat Nomor H-274/P.3
FLIM1/2014 tangeal 24
Jamwari 2014 perihal pem-
beritahuan  penyidikanan.
Tak Petrus Mugn sudah
lengkap).
Dugaan TPK pengadann perala-
tan kedokteran, keschatan dan
KB Tuhun Anggaran 2012 pada
Dinas Keschatan Kota Paly atas
narma Tersangka Agus Salim.
Posisi  schelum  disupervisi:
Tahap Penyidikan.
Posisi setelah disupervisic P-
21 berdusarkan Surat Pelim-
pabian Perkara Acarn Peme-
riksaan Biasa Nomor:B-701/
R.2, 10 FrLlf 04/ 2014 rang-
ol 28 Maret 2014,
Dugaan TPK pada kegistan pe-
ngadaan tanah lokasi Tempat Pe-
makaman Umum (TPU) Kota
Ambon tuhun anggaran 2003 de-
ngan tersangka Simon Mustamu
(mantan Kepala BPN Kota Am-
bon).
*  Posisi sehelum  disupervisi:
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Perkara terkendaln karema di-
kembalikan oleh Juksa Pene-
liti kepada Penyidik.

+  Posisi setelah  disupervisic
berdasarkan surnt perintah tu-
gas  Nomor:  T220-25/05/
2013, perkara ini dilakukan
supervish. Setelah dilakukan
supervisi, Berdasarkan surat
Poldy Maluku Momor: B/73/
IV/2014 1) 3 April 2014, te-
lah dinymakan lengkap dan
tersangka telah diserahkan ke
Penuntet Umum  Kejaksam
Tinggi Maluku tgl 28 Apnl
2014

Dugaan tindak pidana korupsi

dana ganti rugi twnaman yang fcr-

kene provek julur SUTET (Salu-
ran Udars Tegangan Extra Ting-

#i) PLN Semarng di wilayah

Timbulharjo Sewon Bantul tahun

2005, atis nama wrsangka Suba-

kir (selaku kepala dusun) dkk.

= Posisi sebelum  disupervisi;
Bahwa Polres Bantul berda-
sarkan Sural Perintal Penyi-
dikan No.Pol SP.Sidik/5211
2006/ Res. Banml tanggal 13
Februari 2006 telah melaksa-
nokan penyidikan tindak pi-
dana korupsi dang ganti rugi
tanaman yang lerkem proyek
Jalur SUTET (Saluran Udara
Tegangan Extra Tinggi) PLN
Semarang di wiliyah Timbul-
hatjo Sewon  Bantul tahun
2005, atas nama  tersangka
Subakir, tersangka Sriwanto,
tersangka Setivawan; Proses
pra-petuntutan telab dilaku-
kan penyerahan berkas perka-
1 (tahapl) dan terkendala pe-
wnjuk P19, sehinggs untuk
memenuhi P-19 tersebut pada
tangpal 19 Seplember 2012
penyidikan dialitkan dan di-
laksanakan oleh Polda DIY.
Hingga Juni 2013 penyidik
masih melengkapi  petunjuk

Azis Hudimtn

(P-19) melenghkapi alat buke

di antwranys  melaksanakan

pemeriksaan saksi-saksi, pe-

meriksaan ahli. Telah dilak-

sanakan gelar m ber-

sl i Polda DIY pada Ju-
i 2003, yong pada intinva
agar penyidik segera meleng-
kapi petunjuk (P-19) dari Pe-
nuntl Umum pade Kejari
Bantul dan mengungkap pi-
hak lain vang verlibat dalam
perkara tindok pidans kerupsi
dimaksud.

* Posisi setelah disupervisi: Pe-
nanganan perkara tindak pi-
dann korupsi daa ganti rugi
tanaman yang terkena proyek
jolur SUTET (Saluran Udara
Tegangan Extra Tinggi) PLN
Semarang di wilayah Timbul-
harjo Sewon  Bantul  tahun
2005 aras nma terdakwa Su-
hakir, tordakwy Sriwanto, te-
rdakwa Setivawan telah di-
limpahkan ke PN Tipikor
Yogyvakarta berdusarkan Su-
it Pelimpiahan Perkurn Keja-
ri Bantul Nomor B-02/0.4.
13 Fr 1y 052014 tanggal 13
Mei 2014 dengan dakwaan
Primair Pasal 2 ayat (1) Jo.
Pasal 18 Subsidaic Pasal 3
Jo. Pasal 1% ataw Pasal 9 UU
Nomor 31 tahun 1999 o, LIL!
Nomor 20 tahun 2001 entang
Pemberantasan Tindak Pica-
na Kaorupst,

Supervisi perkara TPK di bagian
pemerimahun  Sckretrim Kota
Tanjung Pinang tentang pembe-
hasan lihan uniik pembangonan
USH  sekolah terpadu  melaled
APBD Tahun 2000 yang diluku-
kan oleh Tersangks atas mama
Syafrizal
«  Posisi sebelum  disupervisi
Belum ada penetapan  ter-
sangka atas numa Syafrizall
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sehugai pihak yang twrul ber-
tanggungjawab schagni pela-
ku tindak pidana komupsi.

= Posisi setelah disupervisi: Pe-
nyidik Polres Tanjung Pinang
telah menetapkan Tersangka
atas mama Syafrizal berdasar-
kan Surat Perintah Penyidi-
kan Polres Tunjung Pinung
nomot Sprin.Sidik/ 520 VIl
2014/ Resknm tanggal 15 Juli
2014

Supervist perkara TPR di bagian

Pemerintahan  Sckretana Kol

Tanjung Pinang tentang pembe-

basan Lahan untk pembangunan

USHE sckolah terpadu  melalui

APBD Tahun 2008 yang difaku-

kan oleh tersangka ams nama

Deddy Chanidra.

»  Posisi schelum  disupervisi:
Penyidikan terkendala peme-
nuhan petnjuk juksa penun-
wit mmwm (P-19) atas penye-
rahun berkas tabup-1 dan pe-
nyidik Polres Kota Tanjung
Pinang.

*  Posisi  sewclah  disupervisi
Herkas perkarn atis nama ber-
sungky Deddy Chandrn telah
dilukukun  penyernhan e
sangha dun barang bukti (1a-
hap 1) oleh Penyidik Paolres
Tamung Pinang kepada Jaksa
penuntut umum poda kejaksa-
an negeri Tanmjung  Pinang,
herdasarkan sural Polres Tan-
Jjung Pinang kepada Kajari
Tanjung  Pinang  nomor:
SPTH27YVIN-2004/-Resknm
tanggal 14 Juli 2004,

Perkara TPK tindak pidana ko-

rupst pengadiaon belanja bahan!

obut-obatm  untuk  intensifikasi
wmman padi dan palawija pada

Dings Pertanian dan Perkebunan

Provinsi Nusa Tenggara Timur

TA, 2009, atas nama tersangka

Kalumban Mali (selaku penyedi

barngijasa).

Posisi sebelum  disupervisi:
Penanganan perkara ini oleh
Penyidik Polda NTT terken-
dala bahwa terdapat perbeda-
an pendopat dari Penuntut U=
mum seloku peneliti berkas
perkar lerkait tentang jumlah
kerugian  keuangan  negara
yang telah dihitung oleh BP-
KP Perwakilan NTT dengan
Tonal Logt, karena kenyataan-
nya ferdapal pupuk yang te-
lah dibeli olch rekanan wa-
laupun pembelian pupuk er-
sebut terlambar dan wakiu
yang telah ditentuban,

Posisi selelah disupervisi: Se-

telah dilaksanakan beberapa

kali koordinast dan dilaksana-
kan supervisi bersama (KPK,

Pidsus Kejagung, Was Keja-

gung, Bareskrim Polri, Kejan

NTT, Polda NTT) bertempat

di kontor Kejati NTT, tim

memberikan rekomendas|

bahwa:

a) Agar penyidik dan penun-
it wmum selaku peneliti
berkas perkara herkaordi-
niisi secura intensil’ dalam
rangka mempercepal pro-
ses  penyelesaian  pena-
nganan perkara.

b} Agar penyidik dan penun-
it umum selaku penelit
heriay  perkara berpedo-
man pada hasil perhit-
ngan kerugian  keuangan
negarn BPKP Perwakilan
NTT sebaga alot buku
sah vang akan dipertang-
gungjawabkan oleh ahli
i persidangan

¢) Berkas perkara atas nama
tersangka Kalumban Mali
(selaku penyedia barang
jasa)  dimyatakan  sudah
lengkap olch Kejati NTT
{Surat Nomor B-272P.3/
FLIDI2014 tangpal 24
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Januari 2004 perihul pem-
beritahiuan penyidikan an,
Tsk Kalumban Mali su-
dab Tengkap),

d) Putusan Pengadilan Tipi-
kor Kupang, terdakwa di-
vonis & thun  penjara;
denda 300 juta subsider 3
bulan  dan  membayar
uang pengganti Kp 503,
504,908,100,

5 B Tehnis Op Pe-
nyidik  Polri terhadap  Penvidik
KPK dalam Penyelidikan dan Tin-
dakan Penyidikan,

Kegiatan tindakan hukum berupa
proses  penyelidikan  dan  penyidikan
yang dilakukan oleh Penyidik Polri, yai-
W terkait sarana Sumberdaya Manusia
atau tenaga penyidik dan penyvelidikan
Terkait hal tersebut, secara tehn
rangka | han tenaga pen
dan tenaga penyidik, KPK memperguna-
kan dasar hukum Kesepukatan Bersama
Antara Kepolisian Negara Republik In-
donesia, dengun Komisi Pemberantasan
Korupsi Republik Indonesis Nomor: B/
232012 dan Nomor: Spi-39/017 03/
2012 yang distur dalam Pasal 12 dan Pa-
sal 22

Buntuan Dalam Penyidikan, berda-
sarkun Pasal 12 dinvatakan bahwa:

(1) Dalam penyidikan perkam tindak

pidana korug salah sa pihak

ta  hiniian  pihak

karena adanya ke-

sarann dan

ataupun kewenangan vang dimi-

Tikinyn,

{2) Bantuan

RECR
nan;

£ Bantuan perlengkapan;  das
atat

g Bantusn lninnya berdasarkar
ketentuan  peraturan  perum
dang-undangan,

Selanjutnys  Bantuan  Personi

(1) Salah satu pihuk dapai meminta
bantuan pibak lain apabils me-
merlukan tenaga personil penye-
lidik, penyidik, penuntut umum,
ahli keusngan, ahli komputer
atay tenaga ahli lainnya dalam
rangka pemberantasan tindak pi-
dana korupsi;

{2} Permintaan bantunn personil di-
sampaikan secara tertulis de-
ngan  menjelaskan  kebutuhan
Jumlah personil dan wjuannys.

Becdniakas & i b

antara Kepolisian Negara Republik In-
donesia dengan Komisi Pemberantasin
Korupsi Repubilik Indonesia tersebut, da-
lam hal memeniihi kebutuhan tenaga Pe-
nyelidikan dan Penvidik KPK mempero-
leh bantuan personil dari Polri, menin-
duklanjuti Pasal 22 terschul, sesuai ke-
buthan yang diperlukan.

“Sant i hingea 31 Desember
2014, KPK memiliki personil  Penyeli-
dik 60 orung, Penyidik 102 orang serin
personil  Unit Kerja Koordinasi dan Su-
pervisi 12 orang "

Bantuan Personil Pengamanin, Pe-
nyidik KPK selily berkoordinasi dengan
Polri, guna kepentingan Penyelidikan
maupun penyidikan.

“Secara wehnis operasional, setiap

pada ayat (1) antarn Juin:

o Bantan pengamanan dalam
rangkn perfindungan  saksi/
pelapor;

b Bantuan ahli;

¢, Bantuan komputer forensik;

4. Bantuan perekaman dan pe-
uyackapan;

lakan Penyelidikan maupun rangkai-
an tindakan hukumi Penyidikan oleh Pe-
nyidik KPK koordinasi terlaksana berdu-
sarkan ketentuan yang berlaku. Koordi-
nasi Penyidik KPK dan Penyidik Polsi
terkait pemenuhan bantuhan personil pe-
ngamanan oleh Polri diberbagai wilayah
hukum operasi tindakan hukum selale

penuhi, sctelah p 1

dmini dari Penyidik KPK diki-

e Buntuan  personil
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nimkan ke Penyidik Polri™,

Pemenuhan personil Poln unuk

bantuan pengamanan dalam rangka pe-
nyidikan oleh Penyidik KPK dalam be-
berapa perkara tindak pidana korupsi se-
bagai berikut;

1). Koondinasi hantuan Pengaman Per-

m

sonil Polri dan Penyidik Polri dalnm
dan

Polisi Djoko Susilo menerima suap
Rp 2 miliar dari provek pengadaan
simulator kemudian motor dan mohil
senilai Rp 196,87 miliar ketika me-
mimpin Korps Lalu Lintas Polri.

Intinya, pads saot Penvidik KPK me-
lakukan penggeledahan serta penyi-
taan berkas-berkas alat bukti, pihak
1 im tidak sera merta melaku-

rangka ledat

tersangka Fuad Amin mantan !hlpum
Rangkalan - Jawa Timur yang dilan-
Jutkan dengan penangkapan dan Pe-
nahanan.

Selain petugas KPK, Kepolisian se-
tempat mengershkan | pelelon Sa-
bhara Polres Bangkalan, 1 unit Sat
Intel, dan | unit Sat Reskrim, Ada
sekim 40 personel yang melakukan

penangkapan.
. Kasus Simulator SIM, KPK mengge-

ledah gedung Korlantas Senin (30/ 7/
2012) pukul 16,00 seielah melaku-
kan Koordinasi dengan Ka. Polr,
waktu ity Jenderal Polisi Timur Pra-
dopo. Penggeledahan KPK di Kor-
lantas berlangsung hingga Selasa (31
TI2012), Saat melakukan penggele-
dahan, penyidik KPK di Gedung
Korlantas Jalan Gatot Subroto Jukar-
F] Selnlm di dempingi banyik ang-
ot

KPK L

kan dukungan pengamanan kepads
penyidik KPK di kantor Korlantas
Polri yang waty i, kepalanya Djoko

Susil

3k Pennlmnnn Ratu  Awr,  Gubernur
Banten.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi

(KPK) menahan Gubernur Banten
Ratu Atut Chosiyah, Jum'at tanggal
2001272003 langsung  dibawah ke
Rumah Tabenan Pondok Bambu, fa-
karta. Sebelumnya, Selasa (17/ 12
2013) dinihari, KPK melakukan
pengeeledahan di rumal Gubernur
Banten Jalan Bayangkara No 51 Ci-
pocok, Serang Banten, di baniu | pe-
leton Sabhara Polresta Kota Serang-
Banten, | unit Sat Intel, dan | unit
Sut Reskrim.
Tmipli Tk -
kum ﬁmpdcn.ul Penyidik KPK ;Icngnn mmuk

telah
Djoko Susilo, Sclasa fJifT-fZOlz) se-
Imgal tcfsang,kn Pada mullnyu plhalc
im menolik

Poln, pen].nku yang

hurus ' una }

juan hulmm. )'nns dldslamﬂ}.l berintikan, ke-
hukum, hukum serta kea-

kantor Korlantas di Jalan Gatot Su-
broto, Jakarta Selatan.  Alssannya,
Bareskrim  Polri sedang  medukukan
penyelidikan kasus tersebut.

Mengingat kasus terschut

rillan-

s

pula
dan ﬁmgsl institusi KPK yang “diatur ol Un-
dang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Pemt Tindak Pidana Korupsi

Komisi

leh perhation fuas dar mnsynmkal
mitka KPK menetapkan das mengu-
mumkan Dijoko Susilo, Kakorlanas

k ko kasus

(KPK! lkmllunnjugu dalam |||enslmp1 thnsu!can
b Hukum F | Pe-
nyidik KPK dengan Pmyndnk Polri Dalam Pe-

i sehagai 2l
tersebut,

Sebelumnya, pads April 2012, mela-
Tui pemyatsan Brigien Pol Boy Rafli
Amar yang saat itu menjabat schagai
Kepula Bagian J’m.:rangan Umum
Palri kiur Jendreal

nyelesai n Tindak Pidana Kumpm. harus diper-

bkan sesuni kel ke hukum, se-

suai kehendak tujuan hukum, serta sesuai ke-
hendak negara yang berdasarkan hukem.

Implimentasi adanya tindakan  hukum

3,nnl¢ ua]mg mmgmt’ommnkau mlmg mengko-

saling 1 2an sam-



Hubungan Fungsivaal Peryidih KPK Dengan Pamyidih Poief Dutaes ..

na SDM dalam hal melakukan tindakan hukum
penyelidikan dan penyidikan melalul kewenas-
nizan hukum fungsional Penyidik KPK maopun
Penyidik Polri, dalam hal pepanpanm perkara
penyelesman tindak pidans korupsi berd:

Azis Hwdiuresn

Pasal 10 ayat (1), (1) Dalam hal PARA PI-
HAK menangani sutu perkara vang berkaitan
(maksudnya; tindak pidana korupsi) maka
PARA PIHAK dapat saling tukar menukar in-

Jenis perkaranyn sejak tahus 2004 hingga 2014,
dan bahkan hingga tahun 2015, hal tersebut
membuktikan bahwa penanganan perkara dalam
penyelesaian tindak pidana korupsi dilakukan
melalui fungsi penyidikan memperoleh kepasti-
an hukum melalui proses peradilan Tipikar yang
ada diwilayah hukum seluruh Indonesin,
Bersandar pada Kmpnkmn Bcrwnn An-
tarm, K Negara R de-
ngan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor; B23/112012; Nomor: Spj-

formasi berkaitan dengan perkara yang sedang
ditangani. Pernyataan Penyidik Polri, pada saat
Ketua KK memberitahukan bahwa akan me-
netapkin Djoko Susilo schagai tersangka 31
Juli 2012 (pagi hari lebib kurang jam 10.00-
11.00) kepada Kapolri, Timur Pradopo, Peryi-
dik H k sedang melakuk

penyelidikan kasus yang sama. Tam faktanya,
Penyidik Polri belum menctapkan tersang-ka,
Dilain pihak kasus tersebut memperoleh som-
tun musyarakat luas, Untuk it pada tanggal
yang sama lebih kurang pukul 15,00 Penyidik

3901032012 Tentang Optimali Pemb
tasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2, bahwa
Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk
meningkatkan kerja sama antara PARA PIHAK
dalam melakukan pemberan-tasan tindak pidann
korupsi secara optimal, dalam kasus tetentu tin-
dak pidanz yang pelakunya bukan dari unsur
institusi Polri, daya dukung Penvidik Polri ber-
perilaku proporsional dan profesional.

Jika dikaitkan dengan eon hukum res-
ponship dan teori hukum progresif, dalam go-
na perwujudan mjuan hukun, hubungan kewe-
nangsn hukum fungsional Penyidik KPK de-
ngan Penyidik Poln, maka kedudukan kedua
msh!us: terschut lcl.nh mencrapkan pr_ﬂlalu

KPK fan Djoko Susilo, sebagai ter-
sangka alat Simulator SIM
Seharusnya, berdnsarkan Pasal 10 avat
(1) Kesepakatan Bersama Antara Kepolisian
qum Republik Indonesia, dcngm Kumm
Korupsi R
Nnmur B2X112012; Nemor: Spy-3001m3
2012 Tentang Optimalisasi  Pemberantasan
Tindak Pidana Koropsi, jika benor plhak Pe-
nyidik Bareskrim Polr tefah melak pe-
nyelidikan, maka PIHAK Penyidik telah mem-
herikan informiisi kepada Penyidik KPK, jauh
sebelum nggal 31 Juli 2012,
Dari kronologis peristiwa tersebut, pe-
nyidik Bureskrim Dtmrlcmng atay didupa tidak

yang menganah kepa-
da um:ap:un,‘a keadilan, kepastian hukum dan
kemanfantan bagi masyarakat, Penilaku terse-
but, jugs sesuai kehendak Pasal 3 tentang tw-
Jjuan Kesepakatan Hersama yaitu: tercapainys
kerja sama PARA PIHAK dalam optimalisasi
pemberantasan tindok pidona korupsi.

Tetapi dalum pernnganan kasus alat si-
mulator SIM Korlantas Polri, jusir tegiadi ter-
Jadi inkonsistensi perilakn yang dilakukan oleh
Penyidik Bareskrim Polri, setidaknya terdapat
dun hal penting yang berpengarub terhadap
kualitas perilaku yang tidak stau kurang pro-
porsional, tidak profesional sera vidak ranspa-
ran dan melanpgar kesepakutan it sendiri, Pe-
rilaku tersebut, yaitu berupa daya dukung ban-
tuan pengamanan yang kurang maksimum ke-
pada Penyidik KPK.

Perilaku tersebut bertentangan dengan

1 ndnk prof | serta udak
7 dan pgzar k 4 i sen-
diri,

Akibatnya, jiks dikaitkan dengan teori
tujuan hukum, teori hukum responsiip serta
teort hukum progresif, dapal dlamlluglk:m te-
lah teradi p d terhadap perwuj
kendilan, pclh:dmn kepastian fmkum dan
kemanfaatan hukum bagi masyarkat, oleh pe-
megak hukum yang scharusnya melaksanakan
kewenangan fungsionalnye secam berdaya pu-
na, dan mengopti-malisasikan hubungan kewe-
nangan hukum fungsional antara Penyidik
KPK dengan Penyidik Polri dalam penyelesai-
an tmdak pldana korupst.

an kajian imy i Tubu-
ngan kewenangan hukum fungsional Penyidik
KPK dengan Penyidik Polri dalam penvelesai-
an tindak pidana korupsi, dalam hal koordinas:

60



durnal Lex Liveum, Vol FH1, No. 3, dwni 2007, hal, 509 - 573

tindakan hukum penyidikan fakia hukumnya
tidak semua kasus tindak pidana korupsi vang
ditangam penyidik Polr diberitahukan kepads
Penyidik KPK, teromma jika pelakunya dari
el institusi Polri, Kasus wersebut dapar di-
contohkan kasis alad simulasi SIM Ka-
karlnntas Polri.

Akibat mq:admyn perilaku  yang mhi:

atur  dalam  peraturan  perundang-undangan
yang adn.

E. Penutup

Herds Komist Pemis Tindak
Pidana Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 wentang Komisi
Pemberantasan Tinduk Pidina Koropsi, menupa-

rung st tidak prop tidink

serth ticitk an mel, K pak
tan Bersamu Amam Kepolision N=gnm Repub-
lik Indonesia, dengan Komisi Pemberantasan
Korupsi Republik Indonesia Nomor: 8231010
2012; Nomor, Spi-3%01/03/2012 Tentang Op-
timalisasi Pemberantasan Tindak Pidang Ko-
mpst, pada sant Penyidik KPK menetapkan
Dijoke Susilo scbagai ko alst Sirmul

fn jawaban ap i negoara seiak era reforma-
51, yakni mewujudkan supremasi hukum, pem-
berantasan korupsl, serta perwujudan good go-
vernace dan good xmwmmw Kmnangan
fungsional tersebut formal
guna mewujudkan Iujlmn hukum yang berlan-
daskan keadilun, kepastian hukum dan kemunfa-
wan,

Keberadun (nstitusi KPK beserta kewe-

SIM, mazka tergudi perdebatan’ kekisriban
yang terkesan tidak proporsional dan tdak
profesional, tidak tranfaren vang dilakukan pi-
hik penyidik POLRI kepada Penyidik KPK,
mcskipun akhimyo penyidikan kasus tersebut
ditangani penyidik KPK. ternyita dan hasil
pcuwdxk KPK terhadap kises tersebur tersang-
kit kan hersalah oleh kep Penga-
dilun Negen Tipikor serta inkracht.

Calant Tont A

o ' gan ke-
wenangan hukum fungsionsl Penyidik KPK
dengan Penyidik Polri dalam penyelesaian 1in-
dak pidana komupsi, perilaiku pencgakan ho-
kum Penyidik KPK di berbagni daerah di In-
dunnm xpem husrdisussi llru!ahu\ hukum
sela-
lu :mmprmieh duhmgnn npuma! dari penyi-
dik Poiri. Penyidik Polripun di berbagni dacrub
di Indonesin mengoptimalkan Penyidik KPK
uniuk melakukan tindakan hukum Supervisi
iuna menyelesaikan tindakan hukam penyidis
Kan tindak pidina korupsi. Berdasarkan fakto
huknm yang demikian, secara teonts dapat
dikorelasikan dan dianalogikan bahwa melalui
kehendak hukum yang divuangkan dalam per-
undmng-undang sehagal dasar hukum guma me-
wupndkan keadilan yang berkepastion hukum
dun bermanfant, melalui hubungan . kewena-
ngan fukum fungsional penyidik KPK dengan
Penyidik Polni dalam penyelésaian tindak pi-
dana korupsi, kedus institusi penegak hukum
tersebut telsh merespon secara progresif tujuan
hukum sebagaimana kebendak hukum vang di-
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nangan hukum fungsionalnya, merupakan sara-
na gona mewujudkan keadilan bagi masyarnkat
Indonesia yang kedudukannya schagai pihak
yang dirugikan oleh adanya tindak pidana ko-
rupsi. Kurang optimulnya penegakan hukom
oleh penegak hukum sementara ini, mengakibat-
kan terganggunya kesejahternan yang semesti-
oya menjedi hak masyarubkat, tetapi tdak dapar
dinikmati secara utoh olch mkyat. Dengan de-
mikian masyarakat tidak memperoleh haknya
serta diperinkukan secara tidak adil,

Dari sudut pandang sosiclogis lingkungan
strategis internasional dan reglonal, negam-ne-
gura vang herhasil memeningt konupsi pada
ey dilukukan dengan mendirikan instit-
&1 penegak hukum yang bersifil khusus melaku-
kan pemberantassn tinduk pidana koropsi yang
tergolong sebagal evtra ordimery crimes atau ke-
iahatan huar biasa, Karena mstiusi penegak hu-
kum vang bersifat khusos tersebul mumpu mela-
kukan tindakan hukum  berdasarkan kewena-
ngun yang bersifat khusus,

Di Indonesia, baliwa KPK memiliki kewe-
nasgan hukum fungsional vang diatur berdasar-
kan Undmg-Undang Nomor 30 Toahun 2002
tentang Komis) Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Sementara i, tujuan negare dicederai
oleh perilaku tindak pidans kmupsl yang teruy
MEnEms dan
nEgHTS, STl dalakn‘kan secan lemmklur D’lliun
pihak penegakan hukum oleh pencgak hukum
yang ada sebelum berdinnye Lembags Negam
KPK, belum optimal dalam un tin-




b Fungsional Porshtik KPK Dogan Peryltik Palel Dalam ... Aziv Hdiunt
dhak pldnm kmnps} Berdosarkan dasar hukom Jug,a dalam imph kan  Hubung:
diril Komisi Pemby lluhlm ¥ | Penyidik KPK

Tindak Pidena Korupsi, yain karena perintah
Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 19949
Tentang Pemberaniazan Tindak Fidana Korupsi.
KPE vang memiliki kewenangan fungsio-
nal berdasarkan legalitas hukum, Undang-un-
dang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK),
kcwmmgan Tukum fungsional |"|m)lr]l|t KPK
ksudkan untuk marmpo melakuh

dcﬂsnn Fcn)'ldll( Polri dalem Penyelesaian Tin-
dak Pidana Korupst, harus diperanggungjawah-
kan sesuai kehendak hukum, sesuni kehendak
tujuan hukum, serta sesusi kebendok negam
yang berdusarkan hukum, yang diatr berdasar-
kan Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2002
watang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, muupun peratirm perundang-undang
Inmn)n

hukum

dan upays hukam yong adil, tidak diskrimi
da]am mclokul:an pemberaniasan limiak pi:hum_
serts ,Ill'll-
nan kcpasn:m hukurmn babwa pelaky tindak pids-
na korupsi harus dilakukan tindakan serta dipro-
ses sesunh hukum, demi keadilan dan b i

Pm;nd.k KPK dr.'luun Penyidik Polri inerupa-
kan Ieuumusl formal guna mewujudkan :uJunn
hukum yang berlandaskan keaditan, key
fukum dan emunfagtn, Dadam hal |m|1t|mn|
tasl Dk hukum fungsi

ot bagi negara
Menurut Undang-Undang Nomor 30 Ta-
fun 2002 tentang Komisi Pcmbvr:mwwn Tin-

Penyidik KP’K dengan Penyidik Polri d|maksud
kan ymink mielakukan tindakan dan upaya hu-
kum yang adil, tidak dls.knmmullf Independen,

dak Pidasa Korups, b ki-
nerja terkail Penyidikun dan annulllm KPK
dapat berkoordinas serta dapat melakukan su-
pervisi dengan institusi Penyidik Polr,
Kewenangan hukum  fungsionnl KPK
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 wentang Komisi Pembernmiasan Tindak Pi-
dana Korupsi, Pasal 6 terkait tugas KPK, Pasal

antam Jain k

serth Jaminan kepasti-
an hukum bahwa pelaky tindak pidans korupsi
harus dilakukon tndakan sena diproses sesuai
hukum, demi keadilan dan bermanfaa hagi ne-
gara, hal terschut merupakan periluku budiyva
hukum mewujudkan twjuan hukum secam kon-
kit
Implmmnr.usu adunya  tindakan  hukum

Pasal 9 terkail P

7 terkait peloksanaon tuges- kunrdmau iu:mpa yang sahng ikan, saling ok
KPK sl benkan dukungan sur-
kan penyelidikan, pmyuilk..n din - penuntutan - na SDM dalam hal melakukan tindakan hukum
finelak pidina l(mr[m !".ml & terkalt Supervisi, p Tidikan dan ik manlu: Tt
Jikn chikaink k Frukumy I Penyiilik KPK

dengan substansi hukom Teor Lagu{ Svstem
yang dikemukakan Lawrence M, Friedman, diin-
dikastkan balwa substansi Undang-Undang No-
mor 30 Tahun 2002 tenting Komisi Pemberan-
tazan Tindak Pidana Korupsi, melahirkan ke-
pastian hukum, serta kemanfastan dalam hal
kewenangan yang diberikon kepuds instiiusd pe-
negak hukum KPR, khususnys techmdap Penyi-
dik KPK dalam melikukan hubungan kewena-
mgan hukum fungstonal dengan Penyidik Poln
llnlatm pcnv:l:salan tlnd:llt p«!alm korupsi

kum Penyidik KPK dcngml F::nynilk Polri, padn
duzamya merupakan perilaku yang diperang-
gungjawnabkan gam.-x In:p:mmgm tujuan hukum,
yang didal IF T
kum, kepastian hukum sena kendilan, Demikian

maupun Penyidik Polri, dalam penanganan per-
kars penyelesalan tindak pidsns Korupsi berda-
surkan jemis pericinmya sciak tahun 2004 hingga
2014, dan bahkan hinggs tahun 2005, hal terse-
but, membuktikan hihwa p perkars
dalam penyelesaian tindak pidans korupsi dila-
kukan melalui fungsi penyidikan memperoleh
L lun hukum dan k melnlui pro-
ses peradilan Tipikor.

Akibar hukum dan implimentasi hubu-
ngan kewenangan hukum funpsional Penyidik
KPR dengan Penyidik Polri dalam penyelesainn
tindak pidana konupsi, yakni terselengearnyy
kualitas kinega berduyaguna bersifat ko-

finatif, supery I bilafil perkar
Kasus tindak pidana, pcnuknnm |rﬁ:|rmahbel)P
tindak pidann korupst serta ferbaniunya pere-
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nuhan SDM Palri dalam setiap tindakan ik
penyelidikan dan penyidikin,

Kewenungan hukum fungsional yang dl-
ki KPK did: fakta sosiolop

dakan optimal ferhadap pelaku tindak pidana
korupsi

lmanlh

dnrl”' K,

dan yuridis bahwa institesi penegakan hukum
yang seharustiya secara intensif, proporsional,
profesional serta securs cepat melakukan upaya
strategis dalim pemberantusan tindak  pidana
korupsi, wmyat dirssakan belum melaksanakan
fungsinys secars maksimuwm. Oleh karena
diperlukan pofival will Kepala Negam atau Pre-
siden untuk menjeluskan kepeda Pejabat Negara
terutama Pejabat Negarn i fingkup Kekuasaan
Yudikatif, bahwy heberudaan Komisi Pembe-
rantasan Tindak Pidana Korupsi KPKJ bcu-nn
tugas dan ko
negam vang repucscnmnf ung melakukin tin-

Hukum F | antara Penyidik KPK dan
Penyidik Kepolisian, dalam tindakan dan proses
hukum penyidikan hendaknya terus diciptakan
selaras, setujuan, u-pnhm proparsional, profe-
sional, haik

pusat hingga menjangkau wilayah hukum Pol-
res/Polresta di selurub Indonesia. Dengan demi-
kian Koordinasi mapun Supervisi vang dilaku-
kan oleh KPK dapat berjalan lebih efekif sesuni
ketentuan, serta dapat memberikan kepastion,
kemunfitan sorta keadilan bagi masyarakat. ser-
ta makin mempersempit ruang gerak pelaku tin-
dak pidana korups:.
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